
 
 

 

KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E_KTP 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 

SIPIL KABUPATEN BOALEMO 

 

 

Oleh 

 

ZEIN DODU 

 S2116085  
 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelas Sarjana 

Pada Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Ichsan Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 

2020 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

‘’MOTO” 

“Bacalah Dengan (menyebut) Nama Tuhan-Mu yang Menciptakan Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhan-Mulah yang mulia. 

Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak 

diketahuinya”. (Qs. Al-Alaq 1-5) 

 

Janganlah Kamu Berputus Asa dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah 

Mengampuni Dosa-dosa Semuanya 

(Qs. Az-ZumarAyat 53) 

 

 

BUKAN SESUATU YANG MUDAH YANG MENJADIKAN 

KITA OPTIMIS, OPTIMISLAH YANG MEMBUAT SEGALA 

SESUATU MENJADI MUDAH 
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Alhamdulillahirabbilalamin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah Hamba-Mu, 
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Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhamad S.A.W. 

Semoga Kelak Skripsi ini dapat bermanfaat 
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ABSTRAK 

  

 

ZEIN DODU, NIM : S2 11 60 85,    2020.    KUALITAS PELAYANAN 

PEMBUATAN E_KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 

SIPIL KABUPATEN BOALEMO (PembimbingI :Dr. Arman, S.Sos, M.Si – 

Pembimbing II : H. Umar Sune, S.Sos, M.Si). Program Studi Ilmu Pemerintahan. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2016. 

Pelayanan public merupakan pelayanan yang menjadi tanggungjawab 

pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan public dibidang Kependudukan dan 

Catatan Sipil mencakup pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Penggantian Akta 

Rusak. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui kualitas 

pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. 

Kedua, Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan e-

KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Dan untuk 

merealisasikan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

terhadap para informan yang menjadi pemberi pelayanan e-KTP dan penerima 

pelayanan e-KTP. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa secara umum 

kualitas pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Boalemo sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa indicator yang belum 

maksimal dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh; ketepatan waktu 

pelayanan, kemudahan dalam pengajuan permohonan, serta kelengkapan 

administrasi. Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan e-

KTP, yaitu; struktur organisasi, kemampuan aparat dan system pelayanan. 

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, maka dapat direkomendasikan: Pertama, 

Upaya untuk mempercepat proses pelayanan e-KTP dangan meminimalisir 

masalah-masalah teknis. Kedua, Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

kesadaran akan bentuk pemberian pelayanan yang lebih baik. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan e-KTP 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRAC 

ZEIN DODU, NIM : S2 11 60 85,    2020.    Service Quality for Making E_KTP 

at the Population and Civil Registry Service in BoalemoRegisty Regency 

(Mentor I :Dr. Arman, S.Sos, M.Si – Mentor : H. Umar Sune, S.Sos, 

M.Si).Government Studies Program.Faculty of Sosial and Political Sciences, 

Ichsan University, Gorontalo, 2016. 

 Public services are services that are the responsibility of the government to 

the community. Public services in the field of Population and Civil Registry include 

the services of Identity Card (KTP), Family Card (KK), Birth Certificate, Marriage 

Certificate, Divorce Deed, and Damaged Deed Replacement. The purpose of this 

study is: first, to find out the quality of e-KTP services in the Population and Civil 

Registry Sevice of Boalemo Regency. Second, to find out the factors that influence 

the quality of e-KTP services  in the Population and Civil Registry Service of 

Boalemo Regency. And to realize the research objectives, the type of research, 

conducted by conducting interviews with informants who are e-KTP service 

providers and e-KTP service recipients. The findingsof this study indicate that in 

general the quality of e-KTP services in the Population and Civil Registry Service 

of Boalemo Regency is quite good, although there are still some indicators  that are 

not optimal in their implementation caused by; timeliness of service, ease in 

submission of applications, as well as administrative completeness. While the 

factors that affect the quality of e-KTP services, namely; organizational structure, 

apparatus capabilities and service systems. Based on the findings of this study, it 

can be recommended: first; Efforts to speed up the e-KTP service process by 

minimizing technical problems. Second, Effortts to increase the ability and 

awareness of better forms of service delivery. 

Keywords: Quality of e-KTP Services 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  



 
 

 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik setiap kesejahteraan 

masyarakat sangat bergantung pada kemampuan negara yang sedang berkembang 

seperti Indonesia.Untuk dapat memenuhi permintaan pelayanan tersebut umumnya 

jauh melebihi kemampuan pemerintah.Karena pada kenyataannya setiap suatu 

pemusatan di dalam segala urusan publik kepada negara hanyalah suatu retorika. 

Sebagaimana Dwiyanto, (2012), dalam bukunya,Reformasi Birokrasi Publik 

“menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada 

kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin 

jauh dari misisnya untuk memberikan pelayanan publik.Birokrasi dan para 

pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan 

masyarakat.Sehingga berakibat pada sikap dan perilaku birokrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan 

kepentingan masyarakat”.Buruknya suatu sistem di dalam suatu pelayanan publik 

dipengaruhi oleh berkembangnya suatu budaya yang dapat mengikutsertakan 

penempatan kepentinganbirokrasi danpara elite politik dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.Untuk mengakseskualitas pelayanan public ini 

dapatdibedakanberdasarkan kedekatan suatu elite politik denganbirokrasi.Sehingga 

di dalam keadilan, mereka sebagai warga masyarakat merasa terusik dan merasa di 

perlakukan dengan tidak wajar oleh para birokrasi publik. 

Kita ketahui bahwa secara prosedural masih banyak para aparat birokrasi 

yang terpengaruhdengan berbagai macam orientasi teknis pada saat memberikan 



 
 

 

suatu pelayanan publik.Sifat tersebut dapat membuat birokrasi menjadi lemahsaat 

memberikan gagasanserta melakukan persiapan dalam memberikan suatu 

pelayanan.Lemahnya daya inisiatif dari Implikasi suatu pelayanan dapat membuat 

birokrasi menjadi begitu lemahsaat merespon setiap aspirasi dan perubahan yang 

akanmaju dalam kehidupan bermasyarakat, tergolongpada kurangnya suatu daya 

inovasi dalam pelayanan publik. 

“Undang-undang No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-

undang  tentang prinsip-prisip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas 

fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri”. Sehingga Pelayana publik yang dilakukan 

oleh koporasi atau pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak 

asasi manusia, mempublikasikan kemajuan ekonomi, memangkas kemiskinan, dan 

persatuan kemasyarakatan, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan 

administrai publik, bersifat bijak dalam memanfatakan sumber daya alam dan 

memperkuat perlindungan pada lingkungan,. Setiap warga negara dan penduduk 

membutuhkan pelayanan, serta negara berkewajiban akan setiap kepentingan dan 

kewajibandasar dalam rangka melayani karena hal tersebut merupakan amanat dari 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melaksanakan 

setiap hak dan kewajiban kepada warga negara dan penduduk dalam mewujudkan 

setiap tanggung jawab negara dan korpurasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik, menciptakan kepercayaan masyarakat dalamsetiap pelayanan publik 

merupakan suatu kegitan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan atastuntutan 

dan harapan bagi setiappenduduk dan juga warga negara dalam meningkatkansuatu 

pelayanan publik, dan norma hukum diperlukan untuk memberikan peraturan 



 
 

 

dengan sangat terbuka, dalam upaya menjamin penyediaan pelayanan public yang 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta meningkatkan kualitas secara 

baik serta untuk melindungipenduduk dan warga negara dalam penyalahgunaan 

wewenang didalam sebuah pelayanan publik. Undang-undang KIP dan segala 

aturan bagi LSM lembaga pelindungan konsumen harus juga memilki suatu 

kepastian Hukum. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah haruslah berkaitan dengan pelayanan publik secara baik 

dan bekualitas, dalam hal ini masyarakat berhak memiliki tujuan tertentu dalam 

rangka mencapai pemerintahan dan pembangunana yang baik.Dalam suatu 

pelayanan publik ada bebagai macam jenis kehidupan pemerintahan,yaitu 

;“Menurut Saefullah (1997: 7) pelayanan publik memiliki banyak jenisnya 

pelayanan umum seperti yang kita lihat  yaitu mulai dari keperluan masyarakat 

berupamakanan, perumahan, pakaian,kesehatan, pendidikan, transportasi, dsb. 

Dapat kita lihatberdasarkan suatu kegiatan pemerintah yang seharusnya 

memberikan pelayanan dan dapat dibedakan berdasarkan karakteristik yang 

melahirkan pebedaan bentuk pelayanan yang diberikan. 

Dalam hal ini kita ketahui bahwa suatu pelayanan yang berkualitas apabila 

pelayanan itu dapat memenuhi suatuharapan masyarakat dan kebutuhan.Dan apa 

bila masyarakat yang tidak puas terhadap suatu pelayanan yang diberikan, maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan belum berkualitas atau belum efisien. Oleh 

karena kita terfokus kepada kepuasan pelanggan dan  kualitas pelayanan sangat 

penting. Secara operasionaldalam suatu layanan yang diberikan kepada warga 



 
 

 

masyarakat ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok  yaitu 1). pelayanan yang 

diberikan secara orang perorangan, yang meliputi kemudahan-kemudahan dalam 

memperoleh kartu tanda penduduk, dan surat-surat lainya. 2). Sebuah pelayanan 

publik yang telah di berikan tanpa memperhatikan setiap masing-masing orang, 

tetapi keperluan masyarakat secara umum, yang meliputi  penyediaan pusat-pusat 

kesehatan, pemeliharaan keamanan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, 

pembangunan lembaga-lembaga pendidikan,dan lain sebagainya. 

“Menurut Miftah Thoha pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu 

usaha oleh orang/kelompok orang, istitusi tertentu untuk memberi kemudahan, 

bantuan kepada masyarakat, dan dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

(1991)”.Pada dasarnya pelayanan umumbirokrat lebih bekualitas, sekalipun 

ketentuan itu  belum sinkron dengan tujuan ataupun keinginan dan selagi ini masih 

dapat dibilang melelahkan, lemah, bahkan masih berbelit-belit. Oleh karena itu 

dibutuhkan reformasi pelayana publik yang dapat mengembalikan ‘’pelayan’’  dan 

yang “di layani” dalam hal ini masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

‘’melayani’’ bukan untuk yang dilayani. Dalam hal ini suatu Pelayanan ditunjukan 

hanya untukwarga masyarakat umum, karenademikian sesungguhnya negara ini 

berdiri untuk kepentingan di dalam warga masyarakat yang menyelenggarakannya. 

Yang menjadi suatu unsur penting dalam pratik administrasi publik dan ilmu 

yaitu suatu pelayanan publik.Di dalam suatu fungsi otak pada tubuh 

manusiadilaksanakan fungsinya sama dengan kebijakan public, karena segala 

aktifitas kehidupan pemerintah, bermasyarakat, dan bernegara dilaksanakan oleh 

birokrasi dalam pengabdiannya sebagai pelayan publik. 



 
 

 

Dalam hal ini baik organisasi yang kecil maupun organisasi besar seperti 

kebijakan pelayanan publik, suatu bangsa yang merupakan instrumen nyata yang 

menggambarkan hubungan riil antara stakeholder dan pemerintah.Di dalam suatu 

kebijakan pelayananmelalui segala proses pengelolaan pelayanan pembangunan 

serta pelayanan umum lainnya dapatdilaksanakan secara efektif, jadi kebijakan 

publik merupakan titik awal pengoperasionalisasian program-program kegiatan 

pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat, oleh karena 

itu Pareto pernah berkata bahwa kebijakan publik merupakan faktor penentu bagi 

kemajuan dan kemunduran suatu Bangsa & Negara. 

Suatu pelayanan publik diDUKCAPIL memiliki peran penting pada sebuah 

jasa pelayanan.Pelayanan publik dibidang “kependudukan mencakup pelayanan 

akta perceraian, pengantian akta rusak, akta perkawinan, Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), dan Kartu Keluarga (KK)”.Karena masyarakat sangatlah membutuhkan 

semua dokumenini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari  disaat melengkapi 

berbagai macam persyaratan dalam setiap pengurusandokumen-dokumen pribadi. 

Informasi yang ditemukan secara langsung seiring berjalannya waktu, 

seringkali dapat mengungkapkan berbagai kelemahan di dalam pelayanan 

pemerintah yang dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat  terhadap 

pelayanan. Sehingga dapat memberi isyarat bahwa analisis masalah pelayanan 

masyarakat dan  kajian merupakan salah satu fenomena penting dengan secara 

aktual untuk dapat diteliti. 

Pada tahun 2019 masih ada sekitar 3.194 masyarakat Kabupaten Boalemo 

yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masing-masing 



 
 

 

kecamatan. “Di Mulai dari Tilamuta 673 orang, Kecamatan Botumoito 357 orang, 

Dulupi 613 orang, Mananggu 341 orang, Paguyaman 551 orang, wonosari 490 

orang, dan Paguyaman Panatai 169 orang”. Banyaknya jumlah kelompok 

masyarakat yang tidakmempunyai KTP tentunya mengundang perhatian sangat 

serius. 

Begitu banyak jumlah kelompok masyarakat yang tidakmemiliki E-KTP di 

sebabkan dari minimnya informasi, faktor ketersedian blangko E-KTP yang 

mengalami suatu kekosongan blanko, belum optomalnya kualitas pelayanan, selain 

faktor kekosongan blanko E_KTP, sekarang masih banyak juga masyarakat yang 

belum melakukan perekaman data kependudukan. Sehingga menyababkanbelum 

terselesaikan perekaman KTP yang ditargetkan. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi, penulis dapatmemfokuskan 

penelitian ini dengan judul ‘’KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E_KTP 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN 

BOALEMO’’ 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah 

jalan penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelayanan E-KTP di DUKCAPIL Kabupaten Boalemo? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat Kualitas Pelayanan e-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo? 

1.3. Tujuan Penelitian 



 
 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui dan memahami bagaimana pelayanan sebuah e-KTP di DUKCAPIL 

Kabupaten Boalemo; 

1. Memahami sebuah Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Boalemo.  

2. Mengetahui sebuah faktor-faktor yang menghambat Kualitas Pelayanan e-KTP 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian memiliki manfaat baik secara teori maupun 

secara praktisi.maka yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a). Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

bagi penulis dan pembaca tentang konsep E-KTP. 

2. Manfaat Akademis 



 
 

 

b). Secara akademis diharapakan dapat menjadikan titik tolak penelitian 

administrasi khususnya administrasi publik yang mengkaji pelayanan 

E_KTP  di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo 

dan diharapkan dapat mempertegas pelayanan E_KTP yang ideal di masa 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pelayanan Publik 

Di Indonesia ilmu Admintrasi publik menjadi tujuan utama pelayanan publik, 

karena hal ini menjadi suatu persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian serta 

perhatian yang secara komprehensif.Hipotesis yang secara kualitatif seperti ini 

mudah dibuktikan dalam setiaptuntutan sebagai tanda ketidak puasan 



 
 

 

masyarakatpada pelayanan publik.Dalam pelayanan haruslah diakui 

bahwapemberian pemerintah kepada rakyat akanterus mengalami pembaruan, yang 

dilakukan secara format pelayanan maupun dari sisi paradigma seiring dengan 

perubahan di dalam pemerintah serta meningkatnya tuntutan masyarakat. 

Sehingganyasecara demikianpembaruan dapat dilihat dari kedua sisi belum 

sepenuhnya memenuhi, termarginalisasikan dalam suatu kerangka pelayanan dan 

terlebih lagiwarga masyarakat disini masih bisa diposisikan sebagai golongan yang 

tidak berdaya.(Sianambela, 2016). 

Menurut Sinambela (2016) “bahwa Pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan 

bahkan secara ekstrim sekalipun.Budiman Rusli berpendapat bahwa selama 

hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan”.Sehingganya setiaplayanan 

disini akan dapat disesuaikan dengan life cycle theory of leadership(LCTL) “bahwa 

pada awal kehidupan manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring 

denagn usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun”. 

Sebagaimana Bambang Istianto (2009) dalam bukunya ‘’Manajemen 

Pemerintah Dalam Prespektif Pelayanan Publik’’ “bahwa Konsepsi pelayanan 

publik pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, 

kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan maupun kemudahan kepada 

masyarakat dalam mencapai suatu tujan”.Dalam pelayanan umum disini seharusnya 

dapat di laksanakan serta dilakukakan dibawah pengawasan manager, karena pada 

biasanya pelayanansering dikaitkan dengan manajemen pelayanan 

publik.Sehubungan dengan itu, Sadu Wasistiono “mengemukakan bahwa 



 
 

 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat merupakan tugas penting dan 

termasuk tugas utama pemerintah”.organisasi pemerintah sering juga di sebut 

sebagai ‘’pelayan publik’’ Dan pada hakikatnya masih banyak pegawai pemerintah 

yang tidak menyadari arti pentingnya pelayanan publik. 

Lebih lanjut “Sadu Wasistiono pelayanan publik adalah pemberian layanan 

baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta 

kepada masyarakat untuk memenuhi suatu kepentingan serta kebutuhan”.“Aparatur 

sipil negara kiranya bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat  

yangluas bukan hanya di instansi pemerintah saja tetapi juga pihak swasta”. 

(Bambang Istianto 2009) 

Parasuraman sebagaimana dikutib oleh savas, “bahwa kualitas pelayanan 

publik menunjuk pada beberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

masyarakat atas layanan yang diterima.Dengan demikian terhadap dua unsur utama 

dalam kualitas layanan yaitu layanan yang diharapkan denagan layanan yang 

diterima”.  (Bambang Istianto 2009) 

Menurut Denhardt “setiap masyarakat memliki kepentingan yang sebenarnya 

dalam memusatkan perhatian maupun tanggung jawab dalam melayani dan 

memberdayakan setiap warga melalui implementasi kebijakan publik dan 

pengelolaan organisasi publik”.“Karena setiap warga negara tidak seharusnya 

membedakan penekanan antara mengayuh dan mengarahkan tetapi lebih pada 

bagimana membangun sebuah institusi publik yang berdasarkan pada suatu 

integritas, responsivitas, dan haruslah di tempatkan di depan”. (Denhardt dan 

Denhardt, 2000) 



 
 

 

Berdasarkan pendapat Menurut Denhardtdan Denhardt (2000) “bahwa karena 

masyarakat yang memiliki kepentingan publik yang sebenarnya maka administrator 

publik seharusnya melakukan pemusatan perhatian pada tanggung jawab dalam 

melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan implementasi 

kebijakan publik dan organisasi publik”. 

Dalam hal ini pelayanan publik dapat diartikan “sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. 

Pelayanan publik memiliki suatu prinsip-prinsip yang secara netralisasi, keadilan 

bagi semua piahak, integritas, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, profesionalisme  

dan etika.Dalam setiaporganisasi pelayanan publik bias saja menjamin 

keberlangsungan setiap administrasi negara yang dapatmengikutsertakan suatu 

perkembangan dalam setiap strategi pelayanan danjuga penyelenggaraan sumber 

daya yang berasal dari kepentingan masyarakat untuk masyarakat”. (Deddy 

Mulyadi 2018) 

Suatu model konvensional dapat mendudukan posisi direksi birokrasi berada 

pada piramida tertinggi dan warga negara berada pada posisi 

terbawah.Sekalipunpiramida itu juga dapat mendudukan warga negara berada pada 

posisi teratassedangkan direksi borokrasi terletak diposisi paling bawah. Jadi 

bentuk layanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan seperti yang terdapat pada 

reinventing government yaitu sebuah pengembangan pada organisasi agar dapat 

mewujudkan suatu pemerintah menjadi makin baik, makin cepat, makin murah dan 

bahkan pemerintahan semakin kecil.Pada suatu birokrat instrumen ini berprinsip 



 
 

 

untuk membalikan sebuah mental mulai dari sifat yang suka dilayani menjadi lebih 

pada yang lebih suka melayani. Osborne (1992) 

Sebagaiamana Bambang Istianto (2010-2011) dalam bukunya ‘’Manajemen 

Pemerintahan Arti dari pelayanan publik oleh Roth sebagai any service available 

to the public whether provided publicly (as is a museum) or privately (as is a 

retaurant meal)”. Menurut Roth “bahwa pelayanan publik merupakan suatu 

pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan publik disediakan oleh 

'pemerintah contohnya ‘’museum’’ atau untuk pribadi yang menyediakan yaitu 

swasta, contohnya ‘’restaurant’’.Dengan penjelasan diatas sudah sangat berbeda 

antara barang publik dan barang private”. Oleh karena itu untuk selanjutnya di 

dalam pembahasan akan lebih fokus pada ‘’barang publik’’ yang penyediaannya 

menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran 

penting dalam sebuah pelayanan.Pelayanan publik dibidang kependudukan 

mencakup pelayanan akta perkawinan, akta kelahiran, penggatian akta rusak, 

pembuatan KTP, dan pembuatan KK.Semua dokumen tersebut sangat di butuhkan 

oleh setiap warga masyarakat disaat melaksanakansetiap kesibukan dalam 

memenuhi setiap dokumen-dokumen pribadinya. 

E-KTP berasal dari kata “electronic_KTP”.Kartu Tanda Penduduk 

merupakan tanda identitas resmi seseorang yang secara tertulis dan  lengkap yang 

dikeluarkan oleh pejabat/dinas yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 

angka 14 memberikan pengertian Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi 



 
 

 

Penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kartu tanda penduduk tersebut dapat 

peroleh setelah seseorang berusia 17 Tahun ke atas yang berlaku seumur hidup. 

Maka penulis menyimpulkan “bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

adalah dokumen kependudukan yang memuat segala sistem pengendalian dan 

keamanan baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi”. E-KTP tersebut 

dilengkapi dengan data, tanda tangan rekaman elektronik, pas photo, sidik jari, dan 

iris mata 

Selain pengertian KTP, dapat juga di terapkan berbagai macam kegunaandan 

juga fungsi KTP yaitu: 1). Mencegah akan adanya KTP ganda dan juga pemalsuan 

KTP.. 2). Bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari 

Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. 3). 

Sebagai identitas jati diri4). Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat 

KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. 

Secara ekstrim setiap manusia itu membutuhkan pelayanan, danpelayanan 

tersebut tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan manusia. Ada 4 (empat) unsur 

penting dalam proses pelayanan publik yaitu (Bharata, 11:2004): a). Penyedia 

layanan, yaitu pihak yang dapat memberiakn suatu layanan tertentu kepada 

konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang 

(goods) atau jasa-jasa (services). b). Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut 

sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia 

layanan. c). Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 

layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. d). Kepuasan pelanggan, dalam 



 
 

 

memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama 

pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena 

tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat 

dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati. 

Berikut Lonsdale (1994) berpendapat “bahwa pengertian dari pelayanan 

publik yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena 

umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara 

kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat”. Selain 

itu pengertian lain dari pelayanan publik menurut “undang-undang no.25 pertahun 

2009 ialah Suatu rangakaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesui 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. Dapat kita lihat secara luas bahwa pelayanan public disini 

didefinisikan sebagai aktivitas dan obyek tertentu yang secara khusus dimaksudkan 

dalammemberikan bantuan terhadap upaya dalam meningkatkan kemudahan dan 

kenikmatan dan jugamemenuhi kebutuhan masyarakat umumbagi seluruh 

masyarakat. 

Hal ini seperti yang diungkapakan oleh Moenir (1998:41) “bahwa hak atas 

pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang 

berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya 

menyelenggarakan pelayanan”.’’Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan 

mengatur masyarakat, menurut Thoha (1995:4) “bahwa tugas pelayanan lebih 

menekan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 



 
 

 

mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik Sedangkan tugas mengatur 

lebih menekankan kepada kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan 

birokrasi”. 

Di dalam melengkapi pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan 

publik yang optimal peran swastalah yang  sangat diharapkan. Sehingga lebih 

mengoptimalisasikan suatu pelayanandalam sebuah pemerintah birokrasi dan itu 

bukanlah tugas yang sangat mudah.Agar kiranyasebuah pemerintah birokrasi 

publik haruslah memberikan layanan publik yang lebihterbuka, efektif, profesianal, 

adaptif, responsif, tepat waktu, transpan, serta sederhana sekalipun dapat 

meningkatkan kualitas masyarakat artinya dapatmengembangkan kapasitas 

masyarakat dan individu dapatmemastikan masa depannya sendiri.(Effendi dalam 

Widodo,2001). 

Sedangkan menurut Dwiyanto (2012) “bahwa penilaian kinerja birokrasi 

publik tidak  cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang 

melekat pada birokrasi itu, seperti efektivitas dan efisiensi, tetapi harus dilihat juga 

dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa,  seperti akuntabilitas, 

responsivitas dan kepuasan pengguna jasa”.Di dalam sisi penggunaan jasa ini 

menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan 

monopolis didalam suatukinerja penilaian sehingga para pengguna jasa tidak lagi 

memiliki alternatif sumber pelayanan.Dalam pelayanan di birokrasi publik 

penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan kepuasannya terhadap pelayanan. Penggunaan pelayanan bisa 



 
 

 

mencerminkan kepuasan terhadap pemberi layanan yang diselenggarakan oleh 

pasar, dengan pengguna jasa yang memiliki pilihan sumber pelayanan tersendiri. 

Berikutnya Thoha (1991) “bahwa mengemukakan istilah lain yang sejenis 

dengan pelayanan adalah pengabdian dan pengayoman”. Seorang administrator 

diharapkan memiliki sifat-sifat memberikan pelayanan, pengayoman kepada 

masyarakat yang kecil dan lemah serta pengabdian kepada kepentingan 

umum.Dalam memberikan pelayanan public,birokrasi publik dituntut dapat 

mengubah peran dan posisi, dari suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah 

menjadi suka menolong menuju kearah yang kolaboratisl, fleksibel serta dialogis,  

dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis. Dan 

dari yang suka memerintah dan mengatur berubah menjadi suka melayani.(Thoha 

dalam Widodo, 2001). Revitalitas birokrasi publik agar dapat menciptakan 

pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan setiap apa 

yang menjadi tugas dari kewenangan yang diberikan. 

Untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan masyarakat, dengan 

demikian pelayanan publik harulah dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal 

ini adalah pemerintah (birokrat). Kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat 

bukanlah kebutuhan yang hanya secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan 

yang sesungguhnya, misalnya kebutuhan akan kesehatan. Pendidikan, dan lain-lain. 

2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan telah menjadi satu isu penting dalam penyediaan 

pelayanan.Dapat kita lihat bahwa selama ini di dalam pelayanan publik selalu 

identik dengan suatu kelambanan, biaya tinggi dan ketidakadilan.Di dalam etika 



 
 

 

pelayanan dimana setiappegawai dalam memberikan layanan yang tidak ekspresif 

dan mencerminkan jiwa pelayan yang tidak baik.Sehingganya dapat di definisikan 

sebagai “bahwa suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.Hal ini 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan dapat berhubungan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan pelanggan atau harapan pelanggan. 

Sebagaimana Sangkala (2012)  dalam bukunya, ‘’Dimensi-Dimensi 

Manajemen Pelayanan Publik’’, menyatakan bahwa adanya mekanisme umpan 

balik (feedback mechanism)merupakan aspek terpenting yang tidak bisa dilupakan 

dari sistem pelayanan publik. Aspek ini bisa berupa monitoring survei yang 

dilakukan oleh masyarakat. Karena sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak 

pimpinan ataupun staf dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat atas 

penyelenggaraan segala pelayanan publik yang telah terlaksana, dan juga sebagai 

alat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang telah 

diberikan. 

Menurut Gaspersz (1997) “bahwa pengertian kualitas secara konvensional 

menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kemampuan 

(performance), estetika, keandalan (reability), mudah dalam penggunaan (easy to 

use) dan sebagainya.Sedangkan definisi strategik dari kualitas yaitu“segala sesuatu 

yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan”.Sinambela (2016). 

Kualitas layanan menurut Fitzsimmons (Sedarmayanti, 2000), dapat dilihat 

pada lima dimensi berikut: 



 
 

 

a) Reliability,merupakan kemampuan yang diberikan secara tepat dan benar, 

akanpelayanan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. 

b) Responsiveness, merupakan kesadaran ataupun keinginan untuk membantu 

dan juga memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. 

c) Assurance, merupakan pengetahuan ataupun wawasan, kepercayaan diri 

dari pemerintah, kesantunan,kesopanan, serta respek terhadap masyarakat. 

  

  

d) Empathy, merupakan kemauan pemerintah untuk melakukan suatu 

pendekatan, memberikan perlindungan, serta berusaha dalam mengetahui 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 

needs of customer). 

Menurut Sinambela (2016) di dalam bukunya ‘’Reformasi Pelayanan 

Publik’’.yang di dasari dari pengertian kulitas, baik yang konvnesional maupun 

yang lebih startegis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan “bahwa 

pada dasarnya kulitas mengacu pada pengertian pokok”: 1). Kualitas terdiri atas 

sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan 

aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk. 2). Kulitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari 

kekurangan atau kerusakan. 



 
 

 

Di dalam pelayanan yang berkualitas yang dimaksud harus dapat 

terlaksana.Karena Negara yang kurang berkembang umumnya tidak dapat 

memenuhi kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang 

memuaskan. Master dalam Dadang Juliata (ED) mengemukakan “bahwa berbagai 

hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kulaitas” antara lain: a). 

Ketiadaan komitmen dan manajemen. b). Ketiadaan pengetahuan dan 

kekurangpahaman tentang manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas 

melayani. c). Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi 

kualitas manajemen pelayanan pelanggan. d). Ketidaktepatan perencanaan 

manajemen kulitas yang dijadikan pedoman dalam pelayanan pelanggan. e). 

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum diopimalakan. f). 

Ketidakmampuan membangun learning organization, learning by the individuals 

dalam organisasi. g). Ketidaksesuaian anatara struktur organisasi dengan 

kebutuhan. h). Ketidakcukupan sumber daya dan dana. i). Ketidaktepatan sistem 

penghargaan dan balas jasa bagi karyawan. j). Ketidaktepatan mengadopsi prinsip 

manajemen kualitas kedalam organisasi. k). Ketidaktepatan dalam memberikan 

perhatian pada pelanggan, baik internal maupun eksternal. l). Ketidak tepatan dalam 

pemberdayaan dan kerja sama. 

Di dalam suatu kualitas pelayananyang berkualitas juga dapat dilakukan 

dengan konsep ‘’layanan sepenuh hati”.Patricia Patton menegaskan sebuah layanan 

sepenuh hati yaitu layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkansudut 

pandang, perasaan, keyakinan, watak, nilai, dan emosi.Di karenakan bahwasetiap 

pegawai layanan tersebut dituntut untuk dapat memberikan layanan dengan 



 
 

 

sepenuh hati kepada para penerima layanan.Hal ini merupakan kesungguhan 

aparatur untuk melayani dan layanan seperti ini tercermin dari kesungguhan yang 

di makasudkan hal tersebut merupakan tujuan utama untuk memberikan kepuasan 

para pelanggan. 

Berdasarkan Patricia Patton lebih jauh mengemukakan “bahwa dalam 

melakukan pelayanan sepenuh hati terdapat tiga paradigma pengikat yang 

seyogianya dipahami oleh aparatur pelayanan”. Paradigma tersebut adalah sebagai 

berikut: 1). Bagaimana memandang diri sendiri yaitu Harga diri tidak diukur dari 

apa yang dimiliki dan apa pekerjaan seseorang. Misalnya seseorang yang 

pekerjaannya membungkus makanan, ia tidak merasa rendah karena pekerjaannya 

itu. Ini karena ia memiliki rasa percara diri terhadap dirinya sendri, dan ia juga 

memiliki kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Jika menganggap diri 

kita tidak berharga dan berdasarkan citra diri pada beberapa besar materi yang 

dimiliki, bukannya berpikir siapa kita sebenarnya maka sikap ini akan 

memunculkan perasaan negatif pada diri sendri. 2). Bagaimana memandang orang 

lain yaitu Pekerja pembukus makanan menghargai orang lain, pada konsumen dan 

barang yang dibelinya. Hal ini dapat dilihat dari caranya mengepak makanan dan 

sikap memperlakukan para konsumennya.Ia tidak hanya ramah dan profesional, 

namun juga mampu menjalin hubungan emosional dengan setiap konsumen.Ia 

mempergunakan makanan sebagai alat untuk belajar lebih banyak tentang 

kehidupan mereka dan bahkan kadang-kadang ia bertindak sebagai penasihat yang 

banyak gagasan tentang resep dan giji. Dari jenis makanan yang mereka pilih, ia 

semakin mengetahui lebih banyak tentang diri mereka dan bisa menyesuaikan 



 
 

 

komentarnya dengan minat dan kepribadian para konsumen. 3). Bagaimana 

memandang pekerja yaitu Pekerja pembungkus makanan menjadikan pekerjaannya 

penting dan khusus.Ia menambah nilai pekerjaannya dengan cara mengemas barang 

belanjaan konsumen dengan efisien dan penuh perhatian. Ia bangga terhadap 

dirinya sendiri karena selama ini belum pernah barang yang dibungkusnya pecah 

atau rusak. Ia menambahkan sentuhan perasaan dalam pekerjaannya dengan cara 

memberi perhatian pada konsumen dan cara khusus dalam bergaul dengan mereka 

sebagai anggota individu. Ia tidak ragu-ragu lagi menganggap pekerjaan itu sebagai 

bagian dari dirinya sendiri, dan telah menemukan cara-cara untuk menambah 

makna terhadap pekerjaannya. Ia mendapat kesenangan dari tugas yang sebenarnya 

biasa saja. 

Di dalam Kualitas pelayanan ini dapat diketahui ketika terdapat beberapa 

jenis kesenjangan yang berhubungan dengan harapan pelanggan, presepsi 

manajemen, kualitas pelayanan, penyediaan layanan, komunikasi eksternal, dan apa 

yang dirasakam oleh pelanggan.  

2.3 Prisip-Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip-prisip pelayanan menurut Hardiyansyah (2001 : 26-27) menyatakan 

Sepuluh prinsip-prinsip pelayanan yaitu; 

(1) Kejelasan yaitu dalam berbagai hal sehingga tidak dapat menimbulkan 

tanda tanya dari pihak pelayanan dan rasa was-was. Di karenakan 

pelayanan yang akan di berikan haruslah lebih jelas persyaratan secara 

administrasi dan secara teknis, serta tata cara yang setidaknya di pahami 

atau prosedur.  



 
 

 

(2) Kesederhanaan yaitu suatu Kesederhanaan  dalam sebuah pelayanan 

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan pada pelayanan public yang 

efisiensi serta efektif. Di dalam Prosedur pelayanan yang tidak terbelit-

belit, mudah di laksanakan serta mudah dipahami.  

(3) Kepastian Waktu yaitu Kepastian waktu pelayanan akan memberikan 

kepercayaan yang positive terhadap pelanggan atau penerima layanan. 

Sehingga  pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan, dan pelayanan ini juga bisabergunabagi 

pihak pemberi layanan. 

(4) Akurasi pelayanan umum artinya produk pelayanan yang diterima oleh 

public haruslah tepat, sah, dan benar.Prinsip tersebut memberikan rasa 

percaya yang dinilai positive dan kiranya dapat memberi pelayanan secara 

konsisten dalam melakukan tugas dengan benar. 

(5) Keamanan yaitu Keamanan tidaksekedar melekat akan adanyarasa aman 

dalam konteks aktifitas, tetapi juga aman dalam hal produk pelayanan 

yang diberikan kepada penerima layanan. Karena proses dan produk 

pelayanan public harulah memberikan rasa aman dan kepastian hukun 

pada sipenerima layanan. 

(6) Tanggung Jawab yaitu Pimpinan penyelenggaraan pelayanan public atau 

pejabat yang ditunjuk dalam bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan ketidakpuasan dalam 

sebuah pelaksanaan umum. 



 
 

 

(7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana yaitu Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja serta pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

merupakan kelengkapan yang mendukung terciptanya pelayanan yang 

efektif dan efisien. 

(8) Kemudahan Akses  yaituTempat dan lokasi serta sarana pelayanan umum 

memadai, serta mudah di jangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekominikasi dan informasi. 

(9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu Pemberi pelayanan umum 

harus senantiasa bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

 

(10) Kenyamanan yaitu Lingkungan pelayanan umum harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang 

indah dan sehat serta lokasi parkiran yang aman, toilet yang bersih, 

tempat ibadah yang indah dll. 

2.4 Dimensi-Dimensi Pelayanan Publik 

Berikut ini merupakan dimensi-dimensi pelayanan public, yaitu sbb: 

a) Bukti fisik adalah kemampuan perusahaan dalam menujukan eksistensi mereka 

pada pihak luar, yang dimaksud penampilan sarana dan prasarana fisik ini 

adalah bukti nyata pelayanan yang diberikan. 

b) Keandalan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan keinginan yang secara akurat dan juga terpercaya. 



 
 

 

c) Responsif adalah suatu kemampuan untuk dapat membantu, merespon dengan 

cepat dan juga memberikan pelayanan cepat dan tepat pada setiap pelanggan 

dengan menyampaikan informasi yang jelas dan benar. 

d) Jaminan dan kepastian adalah pengetahuan kesopansantunan para pegawai 

perusahaan dalam membangun kepercayaan para pelanggan pada perusahaan 

yang terdiri dari komponen komunikasi, keamanan, kompetensi serta sopan 

santun. 

e) Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan juga bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan upaya memahami 

keinginan para pelanggan. 

2.5 Kelompok Pelayanan Publik 

Kelompok pelayanan yang dilaksanakan oleh para pegawai kantor, dalam 

melaksanakan tugas pokok pelayanan kepala bidang pelayanan pencatatan sipil 

diselenggarakansesuai dengan keahlian mereka masing-masingyaitu: 1). 

Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 2). Perumusan kebijakan 

teknis pencatatan sipil. 3). Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan sipil. 4). Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 5). 

Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil. 6). Pelaksanaan 

pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil. 7). Pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan pencatatan sipil. 8). Mengkoordinasikan penatausahaan pelayanan 

pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, lahir dan perceraian bagi 

penduduk yang beragama bukan islam, kematian, pengangkatan anak, pengakuan 

anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan. 



 
 

 

9). Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 10). Melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 11). Evaluasi dan penyusunan laporan 

tugasnya. 

2.6 Faktor-faktor Yang Menghambat Terkait Dengan Kualitas Pelayanan 

Publik 

Di dalam pelayanan publik tentunya setiap masyarakat menginginkan segala 

pengurusan lebih efektif, efisien dan cepat.Oleh sebab itu, dalam setiap pelaksanaan 

yang berkaitan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan suatu pelayanan 

yang prima (pelayanan yang baik).di dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah 

dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap masyarakatnya.Akan tetap untuk 

mengharapkan perubahan yang kita harapkan bersama, sangat diperlukan 

rentangwaktu bagi pemerintah dalam pelaksanaanya.Di Karenakan perubahan 

tersebut tidak dapat berubah seketika.Hal ini yang menghambat kualitas pelayanan 

publik. Dan untuk mengetahui lebih jauh, “Menurut Moenir (2001) dalam 

menjalankan fungsi pelayanan, khususnya dalam pelayanan E_KTP dapat 

pulamenghabat beberapa faktor” antara lain: 

a) Struktur Organisasi 

Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja atau spesialisasi karena 

dalam hal ini struktur organisasi tersebut dapat menghambat suatu pelayanan 

E_KTP, karena.Spesialisasi ini dapat disusun dari tanggung jawab, kebutuhan, 

jelas wewenang tugas, tidak tumpang tindih, sebaran, tingkatan dalam 



 
 

 

organisasi memungkinkan dilakukannya pengawasan yang efektif dan saling 

menunjang. 

b) Kemampuan Aparat 

Sebuah kemampuan seperti : keterampilan, serta sikap perilaku yang memadai, 

pengetahuan, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini 

merupakan harapan yang setidaknya dimiliki oleh aparat negara ataupun 

aparatur pemerintah. Selain itu adapun beberapa kemampuan aparat yang 

diharapkan yaitu; kemampuan di dalam penyusunan rencana kegiatan, tingkat 

keikutsertaan dalam perhatian yang berhubungan dengan berbagai bidang 

tugasnya, tingkat pendidikan aparat, kemampuan penyelesaian pekerjaan 

sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerjasama, kecepatan pada saat 

menyusun rencana kegiatan, tingkat inspirasi dalam memilih tatakerja yang 

terbaik, tingkat keandalan atas tanggung jawabannya kepada atasan, tingkat 

pendidikan aparatserta kecepatan dalam melaksanakan tugas. 

c) Sitem Pelayanan 

Di dalam Sistem pelayanan yaitu sesuatuyang sangatlengkap dalam suatu 

rangkaian pelayanan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.sehingga 

bagian dari suatu sistem pelayanan dapat mengganggu setiap pelayanan 

tersebut. Dan jika salah satu unsur pelayanan seperti tingginya biaya, 

kualitasnya yang rendah bahkan lamanya pengurusan maka akan merusak citra 

pelayanan disuatu lokasi.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pelayanan antara lain: 

“buku panduan, prosedur, tarif atau biaya, pedoman pelayanan, syarat pelayanan 



 
 

 

yang jelas, batas waktu, media informasi yang saling menghargai dari setiap 

masing-masing unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu 

sendiri (Wolkins dalam Tjiptono 2002)” . 

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan di atas “bahwa dalam penelitian 

ini maka indikator-indikator sistem pelayanan yang menentukan kualitas pelayanan 

publik ialah”:Mendapatkan rasa nyaman dalam memperoleh pelayanan yang 

berkaitan dengan lokasi pelayanan.Jelas dalam menerima informasi tentang 

pelayanan yang diberikan.Mendapatkan perlindungan mengenai dampak dari hasil 

pelayanan. 

2.7 Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Menurut Farnham dan Horton (1993) “bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik dapat merujuk pada berbagai alternatif kelembagaan” sebagai berikut:  

1) Sepenuhnya swasta (fully private). 

2) Swasta dengan sebagian milik pemerintah (private with part state 

ownership). 

3) Gabungan antara Swasta dengan pemerintah (joint private and public 

ventures). 

4) Swasta dengan aturan khusus (private regulated). 

5) Sarana pemerintah yang dioperasikan oleh swasta (public infrastructure, 

operating privately). 

6) Pemborongan pekerjaan pemerintahan (contracted out). 

7) Pemerintah dengan saingan (public with managed competition). 

8) Pemerintah tanpa saingan (public without competition). 



 
 

 

Pada dasarnya penyediaan pelayanan publik secara alternatif dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu pelayanan langsung oleh pemerintah 

(government services) tanpa melibatkan pihak swasta atau badan pemerintahan 

lainnya atau oleh Farnham dan Horton disebut Pemerintah tanpa saingan (public 

without competition).Sedangkan bentuk yang kedua adalah pelayanan publik yang 

dilaksanakan atas dasar kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang secara 

keseluruhan termasuk dalam konsep privatisasi. Termasuk dalam kelompok ini 

adalah seluruh alternatif kelembagaan kecuali pelayanan langsung pemerintah 

tersebut. Pelayanan publik langsung diselenggarakan oleh berbagi pihak, seperti 

berikut ini: 

1. Pelayanan pemerintah (government service) 

Pelayanan pemerintah yaitu suatu mekanisme pemberian pelayanan oleh agen 

pemerintah melalui pegawainya. Pemerintah bertindak sebagai penyedia (provider) 

dan sekaligus penghasil (producer), sehingga sama sekali tidak melibatkan 

perusahaan swasta. Konsumen dapat dikenakan pembayaran langsung atas 

pelayanan yang diterimanya ataupun pembayaran tidak langsung seperti 

pembiayaan melalui pembayaran pajak. 

2. Penjualan pemerintah (government vending) 

Penjualan pemerintah berbeda dengan kasus memaksa pengguna untuk 

membayar biaya pelayanan yang diberikan pemerintah.Misalnya ketika pemerintah 

managih biaya penyediaan air, listrik atau jasa angkutan bis, pemerintah hanyalah 

menagih konsumen secara langsung untuk barang-barang yang ditawarkannya 



 
 

 

sebagai jasa pelayanan pemerintah secara langsung.Dalam hal ini, pemerintah 

berkedudukan sebagai penyedia (provider). 

3. Kerja sama antar pemerintah 

Suatu pemerintah dapat menyewa pemerintah lain untuk memberikan 

pelayanan. Pemerintah kabupaten misalnya, membuat kontrak kerja sama dengan 

pemerintah kota untuk pemeliharaan jalan. Pelimpahan tanggung jawab pelayanan 

diantara pemegang wewenang dilakukan pada batas-batas tertentu demi 

menyelesaikan masalah secara lebih baik dan penanggulangan biaya yang terus 

meningkat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme ini disebut 

dengan azas tugas pembantuan, yang mengatur hubungan kerja sama pada suatu 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menugaskan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah, 

misalnya urusan pendidikan dasar.Untuk maksud tersebut, pemerintah pusat 

mengalokasikan sumber-sumber pembiayaannya berupa pangadaan guru, 

pembangunan fasilitas gedung, dan peralatan kepada pemerintah daerah. 

4. Perjanjian kerja sama 

Dalam menyediakan pelayanan barang dan jasa, pemerintah tidak hanya 

bekerja sama dengan pemerintah lainnya, tetapi juga dengan perusahaan swasta dan 

organisasi nonprofit. Dalam hal ini, organisasi swasta bertindak sebagia penghasil 

jasa dan pemerintah sebagai pengurus atau pengatur yang membayar penghasil jasa. 

Kerja sama saperti inilah yang bisa dibicarakan dalam diskusi tentang kerahasiaan 



 
 

 

yang oleh banyak pihak dikategorikan sebagai privatisasi pelayanan publik 

konvensional.  

5. Hak monopoli 

Hak monopoli adalah salah satu bentuk kelembagaan yang digunakan untuk 

menyediakan pelayanan.Suatu hak monopoli diberikan kepada suatu perusahaan 

swasta yang ditunjuk untuk menyediakan pelayanan tertentu, biasanya dengan 

harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelayanan franchise, seperti halnya 

perjanjian kerja sama, pemerintah sebagai penyedia pelayanan dan perusahaan 

swasta sebagai penghasil pelayanan. Pemerintah membayar producer untuk kerja 

sama pelayanan dan konsumen membayar penghasil pelayanan. Di Indonesia, hak 

monopoli ini sebagian diserahkan kepada perusahaan negara atau daerah (BUMN 

atau BUMD) dimana sebagian besar sahamnya dikuasai pemerintah dan sebagian 

yang lain dimiliki oleh perusahaan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, 

sebagian besar BUMN atau BUMD tersebut telah melaksanakan go public seperti 

PLN, PT Telkom, PT Kereta Api, dan lain sebagainya. 

2.8 Asas-Asas Pelayanan Publik 

Sebagaimana Mahmudi (2007) dalam bukunya ‘’Manajemen Kinerja Sektor  

Publik’’menyatakan “bahwa dalam memberikan pelayanan publik di instansi 

penyedia pelayanan pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan 

publik”.yaitu sebagai berikut: a). Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat 

terbuka, mudah dan dapat memadai serta mudah dimengerti. b). Akuntabilitas, 

yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 3). Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai 



 
 

 

dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan denagan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4). Partisipatif, yaitu pelayanan 

yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5). 

Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskrimansi dilihat dari 

aspek apapun khusunya golongan, ras, agama, status sosial, suku, dan lain-lain: 

Keseimbangan kewajiban dan hak yaitu pelayanan yang mempentingkan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan public. 

 

2.9 Standar Pelayanan Publik 

Rasyid, Riyas (1997) mengemukakan “bahwa dilihat dari sisi pemerintah, 

pelayanan adalah proses kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat berkenaan 

dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa 

layanan.Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk 

dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, di 

samping fungsi pemberdayaan dan pembangunan”. 

Menurut Ratminto & Winarsih S. Atik (2010) dalam 

bukunyaManajemenPelayanan “penyelenggaraan setiap pelayanan publik haruslah 

mempunyai standar pelayanan dan dapat menjaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan.Kita ketahui bahwa suatu Standar pelayanan yang merupakan 

ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati 

oleh pemberi atau penerima pelayanan. “Menurut keputusan MENPAN No. 63 Thn 

2004, standar pelayanan yakni meliputi” sebagai berikut: 



 
 

 

a) Prosedur pelayanan yaitu Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

b) Waktu penyelesaian yaitu Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permaohonan sampai dengan peyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

c) Biaya pelayanan yaitu Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang 

ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 

d) Produk pelayanan yaitu Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

e) Sarana dan prasarana yaitu Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. 

f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan yaitu Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan keterampilan, keahlian, 

sikap dan prilakuyang di butuhkan dan pengetahuan. Sedangkan menurut 

Moneir (2005:197) menyatakan “bahwa agar layanan dapat memuaskan 

orang atau sekelompok yang dilayani, maka sipelaku dalam hal ini petugas, 

harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok”. Sebagai berikut yaitu: a). 

Tingkah laku yang sopan yaitu Dengan sopan santun orang merasa dihormati 

dan dihargai sebagai layaknya dalam hubungan kemanusiaan dengan 

demikian sudah merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang 

bersangkutan. b). Cara menyampaikan yaitu Penyampaian sesuatu yang 

berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan 

dan hendaknya memperhatikan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku 



 
 

 

untuk menghindari penyampaian yang menyimpang. c). Waktu penyampaian 

yaitu Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat didambakan oleh 

setiap orang yang mempunyai permasalahan. d). Keramah tamahan yaitu 

Hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak berhadapan. 

Sedangkan standar pelayanan “menurut Kasmir (18-12 :2005) yaitu dasar-

dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar dapat membuat 

penerima layanan menjadi menyenangkan, nyaman, dan aman”, antara lain seperti: 

1). Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 2). Percaya diri, bersikap akrab 

dan penuh dengan senyuman. 3). Menyapa dengan lembut dan berusaha 

menyebutkan nama jika sudah mengenal satu sama lain. 4). Tenang, sopan, hormat, 

serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan. 5). Berbicara dengan bahasa yang 

baik dan benar. 6). Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan 

kemampuannya. 7). Jangan menyela atau memotong pembicraan. 8). Mampu 

meyakinkan nasabah serta memberiakn kepuasan. 9). Jika tidak sanggup menangani 

permasalahan yang ada, minta bantuan. 9). Bila belum dapat melayani, beritahu 

kapan akan dilayanai. 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Dalam hal pelayanan publik masih banyak masyarakat belum memiliki E-

KTP di sebabkan dari kurangnya ketersediaan blanko E-KTP, kekosongan blanko 

E-KTP, kurangnya informasi, belum optomalnya kualitas pelayanan, sekarang 

masih banyak juga masyarakat yang belum melakukan perekaman data 

kependudukan. Sehingga menyababkan belum terselesaikan perekaman KTP yang 

ditargetkan. 



 
 

 

Kepala Dianas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo masih 

akan terus berusaha mencapai target perekaman. Dan untuk mencapai target 

tersebut, Disdukcapil Kabupaten Boalemo melakukan pelayanan perekaman Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) hingga ketingkat Kecamatan dan Desa. Hal tersebut sudah 

berjalan selama dua bulan. 

Kita dapat berfikir bahwa sejauh ini kualitas pelayanan yang di berikan para 

pegawai pemerintah, sangat memerlukan kriteria yang menunjukan sebuah 

pelayanan yang dapat diterapkan secara baik atau secara buruk.Karena di dalam 

suatubentuk pelayanan yang menjadi satu kesatuan dari sistem pelayanan publik 

terdiri dari empat factor yaitu: a).sistem prosedur dan metode; karena dalam 

pelayanan publik perlu adanya prosedur, sistem informasi, dan metode yang 

mendukung kelancaran dalam memberikan suatu pelayanan. b).personol, terutama 

di dalam perilaku aparatur: dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku 

personil pelayanan harus disiplin, profesional dan juga terbuka,terhadap kritik dari 

pelanggan ataupun masyarakat. c).sarana dan prasarana: dalam pelayanan publik 

pastinya diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan public 

misalnya ruang tunggu, dan tempat parkir yang memadai.d). masyarakat sebagai 

pelanggan; dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangat 

bervariasi baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. (Bambang Istianto, 2009) 

Di dalam beberapa jenis kualitas layanan yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi sekaligus untuk melakukan suatu perbaikan kualitas layanan yang 

sejalan dengan Sedu Wesistiono, Vincent yang dikutib oleh Frederickson 

menyatakan 10 atribut yang digunakan untuk melakukan evaluasi kualitas layanan 



 
 

 

yaitu: 1). Ketepatan waktu layanan; 2). Akurasi layanan; 3). Kesopanan dan 

keramahan dalam memberikan layanan; 4). Tanggung jawab; 5). Kelengkapan; 6). 

Kemudahan mendapat layanan; 7). Variasi model layanan; 8). Kenyamanan; 9). 

Atribut Pendukung; dan 10). Layanan pribadi. 

Siklus jasa yang berkualitas dapat didayagunakan dengan mengidetifikasikan 

bentuk kepuasan pengguna layanan.Parasuraman  mengemukakan“bahwa 

perwujudan kepuasan pengguna layanan dapat diidentifikasikan melalui lima 

dimensi kualitas layanan” yaitu sebagai berikut : 

1. Aspek tangible, kualitas pelayanan yang berupa tampilan fisik ataupun 

bukti fisik, 

2. Aspek reliability, kemampuan untuk mewujudkan janji, 

3. Aspek responsiveness, daya tanggapan dalam memberikan layanan. 

4. Aspek assurance; kemampuan untuk memberikan jaminan, 

5. Aspek empati; kemampuan memahami kebutuhan pelanggan. 

Jadi berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan kerangaka pikir dalam 

penelitian ini, yaitu sbb; 

Kerangka Pikir : 

 

 

  

 

 

 

DUKCAPIL Kabupaten 

Boalemo 

Dimensi kualitas pelayanan: 

1. Tangible 

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Empathy 

Kualitas Pelayanan 

E_KTP 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek  padapenelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Pembuatan E_KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.Adapun waktu yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sealama tiga bulan. 

3.2. Jenis Penelitian 

Perlu diketahui jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

melakukan suatu pendekatan kualitatif.Menurut Bogdan & Biklen, S. (21-22 :1992) 

menjelaskan “bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang diamati”. 

Melakukan penelitian dengan menggunakan metode secara deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang demikian memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, secara 

akurat dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat, serta hubungan antar 

Pelayanan 

Berkualitas 

 
 



 
 

 

fenomena yang di selidiki. Maka dari itu diharapkan dalam penelitian ini perlu 

memperolah bukti dari sumber informasi baik secara lisan maupun tertulis yang 

akan dihimpun, ditranskip, dideskripsikan, dan di analisa dengan pendekatan 

kualitatif dan gambaran atau lukisan yang secara sistematis.. 

Dan selain itu, saat menggunakan metode ini penulis akan lebih dekat dengan 

orang-orang dan situasi yang akan diteliti. Melalui kedekatan antara penulis dan 

informan diharapkan informasi yang diperoleh terkait pengalaman, opini, perasaan 

dan pengetahuan informan dapat ditetapkan lebih baik dan mendalam sehingga 

diperoleh pemahaman akan realitas dan hal-hal terprinci tentang tema yang diteliti.  

3.3.Fokus Penelitian  

Di dalam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan 

fokus.Spardley dalam Sugiyono (208 :2010) “menyatakan bahwa fokus itu 

merupakan domain tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial”. 

Pada dasarnya fokus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman penulis atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kajian 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat 

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi 

dan pengumpulan data, sehingga penulis dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik. 

3.4. Informan Penelitain 

Informan yaitu orang yang benar-benar mengetahui segala permasalahan 

yang akan diteliti. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi 



 
 

 

latar belakang penelitian.Jadi penulis dituntut untuk menemukan dan menentukan 

siapa key informan yang akan diwawancarai. Suyanto mengemukakan “bahwa 

informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahiu dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian”.Di dalamInforman 

utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang 

diteliti.Sedangkan infoman tambahan merupakan subyek peneltian yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

Dan terdapat pula informan utama yang berperan selaku implementator yang 

terlibat langsung dalam kegiatan implementasi kebijakan stelsel aktif pada 

pelayanan administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupten Boalemo.Informan dalam karegori ini adalah unsur teknis pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang secara langsung 

membidangi pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pelayanan administrasi 

kependudukan. 

3.5. Sumber Data  

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat di kategorikan dalam 

dua bagian yaitu: 

1). Data primer  

Data primer yaitu merupakan data yang diproleh secara langsungsung dari 

informan yang dapat berupa perkataan, perilaku dan bahasa tubuh selama 

wawancara.Data primer ini juga dapat berupa hasil obserfasi peneliti 

secara langsung dilapangan. 

2). Data sekunder 



 
 

 

Data sekunder yaitu merupakan bahan, data, atau informasi yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang memiliki relevansi yang baik dengan tema 

penelitian. Data sekuder ini dapat berupa surat kabar, klipng dan artikel 

dimedia masa, foto, arsip, laporan penelitian, dan catatan hasil diskusi-

diskusi maupun catatan penting lainnya yang relevan dengan tema 

penelitian. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau 

mengumpulkan data dalam penelitian ini: 

1. Observasi 

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegitan 

pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh dinas 

kependudukan dan catatan sipil kabupaten Boalemo dikecamatan sebagai 

wujud implementasi kebijakan stelsel aktif pada pelayanan administrasi 

kependudukan. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu dilakukan dengan menanyakan kepada informan mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian. Untuk itu, peneliti telah 

menentukan informan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Informan kunci (key informan) adalah kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. 

b. Informan yang terlibat dalam impementasi kebijakan yaitu kepala-

kepala bidang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 



 
 

 

Kabupaten Boalemo, pegawai negri sipil maupun tenaga honorer yang 

bertugas melaksanakan pelayanan dikantor dinas kependudukan dan 

catatan sipil kabupaten boalemo. 

c. Informan tambahan adalah masyarakat sebagai objek pelayanan 

administrasi kependudukan. Denagn mempertimbangkan faktor 

geografi dan topografi wilayah, tiologi masyarakat ini akan diwakili 

oleh masyarakat dari kecamatan. 

Di dalam melakukan wawancara ini diperlukan pedoman wawancara agar 

pertanyaan-pertanyaan dasar tetap terfokus sekalipun pengungkapannya akan 

disesuaikan secara fleksibel dengan konteks yang ada. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasiyaitu dengan melakukan pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen yang relevan untuk diteliti seperti dokumen peraturan perundang-

undangan, artikel, makalah, pemberitahuan dimedia masa dan dokumen 

lainnya yang terkait dengan konteks penelitian yang dibutuhkan sebagai bahan 

dasar dan orientasi teori dalam melakukan analisis data. 

3.7.Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (244 :2010) “bahwa analisis data yaitu suatu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi”. Dengan cara mengorganisasi data 

kedalam kategori-kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menyusundata 

kedalam pola-pola, memilah mana data yang penting dan membuat kesimpulan agar 

data dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis 



 
 

 

digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis 

dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis data dengan model interaktif, 

yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,  

pengabstrakan dan transformasi data ‘’kasar’’ yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis dilapangan. Redukasi data berlangsung terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Secara teknis pada kegiatan reduksi data ini 

data-data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian akan diorganisir kedalam 

sebuah ‘’matriks analisis data’’ yang meliputi unsur-unsur fokus penelitian, 

substansi data, kategori data dan meaning (pemaknaan) 

2. Penyajian Data  

Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2010:249), dengan melakukan 

penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahaminya. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data yang telah digolongkan kedalam pola-pola hubungan 

interaktif agar dapat lebih mudah dipahami pengguna laporan penlitian. Pada 

penelitian ini secara teknis data-data yang telah diorgannisir ke alam matriks 

analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 



 
 

 

Pada penarikan kesimpulan ini yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan sealama proses pengumpulan data. Penariakn kesimpulan 

merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil 

tindakan.Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang 

kemudian dituangkan dalam kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat DUKCAPIL Kabupaten Boalemo 

Berdasarkan “Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Thn 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah”. Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Komposisi pegawai yang berada dalam lingkungan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo pada tahun 2019, yaitu sbb; 

Komposisi Pegawai DUKCAPIL Kab. Boalemo 

No Status 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 ASN 20 14 34 

2 Kontrak 10 6 16 

Jumlah 30 20 50 

Sumber : Data Primer 2019 

 



 
 

 

 

 

4.1.2. Visidan Misi DUKCAPIL 

1. VISI 

“Terwujudnya Pelayanan Prima, Tertib dan Akurat Berbasis Teknologi 

Informasi” 

2. MISI 

a. Meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo secara akuntabel, akurat dan cepat. 

b. Meningkatkan catatan sipil melalui optimalisasi sistem informasi 

administrasi kependudukan (SIAK) dan pengelolaan Data Base 

Kependudukan. 

c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan 

Dokumen Kependudukan melalui sosialisasi kebijakan kependudukan. 

d. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan 

penduduk secara nasional, terpadu dan berkelanjutan. 

4.1.3. TUPOKSI DUKCAPIL 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo memiliki tugas 

dalam melaksanakan baerbagai macam urusan pemerintah daerah dalam suatu 

wewenang pemerintah Kabupaten Boalemo di DUKCAPIL. Dan saat ketika 

menjalankan tugas, Dinas menyelenggarakan beberapa fungsi. Yaitu: a). Penyiapan 

bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. b). Penyiapan bahan penyusunan rencana dan 



 
 

 

program dibidang pelelolaan dan pelayanan kependudukan dan pencatatan cipil dan 

penerbitan kutipan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan , Akta Perceraian , Akta 

Kematian , Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. c). Penyiapan bahan bimbingan 

dan Pengendalian teknis terhadap kegiatan UPTD dalam lingkup tugas dinas. d). 

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan  dan 

pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil serta meberikan 

laporan dan penyuluhan. e). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Adapun beberapa urutansuatu Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil yang  terdiri dari :a). Kepala Dinas 

b). Sekretaiat membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Keuangan.  

3. Sub Bagian Perencanaan. 

c). Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

1. Seksi Identitas Penduduk. 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk. 

d). Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 

1. Seksi Kelahiran dan Kematian. 

2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status anak. 

e). Bidang Pengelolaan Informasi Dan Administrasi Kependudukan. 



 
 

 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

2. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan 

f). Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. 

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; 

g). Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kepala Dinas 

 Kepala Dinas memiliki tugas dalam menjalankan setiap urusan pemerintahan 

daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang  

Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dan dalam melaksanakan tugas 

Kepala Dinas menjalankan beberapa fungsi : 

a).Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perencanaan pelayanan administrasi di 

bidang kependudukan  dan pencatatan sipil secara terpadu agar sasaran pelaksanaan 

sesuai harapan. 

b).Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, 

berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efektif. 

c).Membina dan mengarahkan unit pelaksana tekhnis berdasarkan pedoman agar 

terciptanya keterpaduan program. 

d). Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yang ada agar 

tertibnya administrasi perkantoran.  



 
 

 

e). Menindaklanjuti program/kegiatan Administrasi kependudukan dan Pencatatan 

sipil secara teknis dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan 

program. 

f).Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar 

diperoleh data  perkembangan dan pertumbuhan dan pencatatan sipil. 

g). Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen 

sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. 

h). Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis; 

2. Sekretaris 

Memberikan pelayanan administratif dan proses yang menjadi perencanaan, 

dalam setiap urusan tata usaha,keuangan,  perlengkapan rumah tangga dan urusan 

ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas merupakan tugas dari Sekretaris. 

Berikut ini fungsi sekretaris yaitu : 

a) Merencanakan operasional program/kegiatan dan penganggaran 

melalui forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program. 

b) Membagi tugas program/kegiatan melalui unit kerja bidang, 

berdasarkan tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja. 

c) Memberi petunjuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan 

pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

d) Mengatur personil dan peñata usahaan barang dan jasa sesuai ketentuan 

yang ada, agar terciptanya suasana kerja yang baik. 



 
 

 

e) Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik 

langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi untuk 

dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan. 

f) Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unit berdasarkan aturan 

yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban. 

g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tulisan;     

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koodinasi dan penyusunan program dan anggaran, penysunan laporan serta 

melaksanakan tugas-tugas lainya sesuai fungsi kedinasan.Dan dalam melaksanakan 

tugas dari bagian kepala sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi 

: 

(1) Menyusun rencana kegiatan. 

(2) Menyiapkan bahan kerja. 

(3) Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan 

mendekumentasikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaiatan 

dengan program dan kegiatan Dinas. 

(4) Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka 

pengembangan program kerja Dinas. 

(5) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang 

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 



 
 

 

(6) Mengkoordinasikan penyusunan Restra-Dinas, Renja-Dinas, KUA-Dinas, 

PPAS-Dinas dan PPA-Dinas. 

(7) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan. 

(8) Mengkoordinasi penyusunan bahan Laporan Penyelenggaranaan 

Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Intasi Pemerintah Daerah (LAKIP), indeks 

kepuasan masyarakat (IKM). 

(9) Menyusun petunjuk pelksanaan dan petunjuk teknis. 

(10)Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

2. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan koordiansi dan 

pelaksanaan pengelola keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan 

pembukuan, penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. 

Dan dalam melaksanakan tugas pokok kepala sub bagian keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Menyusun rencana kerja kegiatan. 

b) Menyiapan bahan kerja. 

c) Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

d) Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sitem akuntansi 

pemerintahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

e) Mengkoordinasikan penyusunan RKA –Dinas dan DPA-Dinas. 



 
 

 

f) Melaksanakan inventarisasi verifikasi dan melaporkan pelaksanaan suatu 

anggaran dan bimbingan teknis kepada keuangan atau pengadministrasi 

keuangan. 

g) Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pengelolaan 

keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h) Melakukan penatausahan pada bagian keuangan dan tugas pembantuan. 

i) Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. 

j) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertangungjawaban 

pengelolan aset. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan persuratan, urusan tata usaha, kerarsipan, administrasi ASN, urusan 

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara, penyusunan 

laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. Dan dalam melakasanakan 

tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

1) Membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan 

kepegawaian, melalui tata kerja organisasi, agar di perolehnya daftar 

kegiatan dan kebutuhan. 

2) Membagi tugas personil, berdasarkan tugas dan fungsi, agar di 

perolehnya pemeraatan pekerjaan. 

3) Mengatur dan member petunjuk tentang kepegawaian, berdasarkan    

ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja. 



 
 

 

4) Mengumpul dan mengolah data kepegawaian melalui Bidang/unit agar 

diperoleh data yang akurat. 

5) Mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas dan 

fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja. 

6) Melaporkan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja, sehingga adanya 

dokumen penilaian. 

7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan 

maupun tulisan; 

4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendukuk 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksana kebijakan 

dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.Dan dalam melaksanakan tugas kepala 

bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk. 

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan  pelayanan 

pendaftaran penduduk. 

d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 

e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 

f) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk. 

g) Mengoordinasian penatausahaan Pelayanan pendaftaran penduduk 

yang meliputi pemerian Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). 



 
 

 

5. Kepala Seksi Identitas Penduduk 

Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas dalam melakukan 

perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan perencanaan, pembinaan dan 

koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, 

penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. Dan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi identitas 

penduduk menyelenggarakan fungsi : 

a) penyiapan bahan perencanaan. 

b) perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan 

dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 

c) Pelaksanaan dan fasilitas penerbitan Kartu Keluaraga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk (KIP) Musiman, 

Kartu Identitas Kerja (KIK) dan Keterangan Domisili Sementara. 

d) Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas 

pendaftaran penerbitan perubahan dokumen kependudukan 

(perubahan/penambahan nama, perubahan status dan perubahan karena 

Peraturan Perundang-undangan) serta pengelolaan dan peristiwa 

kependudukan. 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

f) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

6. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk  



 
 

 

 Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyajian 

bahan perencanaan, perumusan   kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam 

pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk dan pelaksanaan pendataan 

penduduk, penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. Dan 

dalam menyelenggarakan tugas kepala seksi pindah datang penduduk 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan perencanaan. 

2) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 

pelayanan pindah datang penduduk. 

3) Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran 

penerbitan perubahan dokumen kependudukan (perubahan/penambahan 

nama, perubahan status dan perubahan karena Peraturan Perundang-

undangan) serta pengelolaan dan peristiwa kependudukan. 

4) Penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas 

pendaftaran serta pengelolaan data mutasi penduduk. 

5) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

6) Koordinasi perpindahan penduduk dalam didaerah/luar daerah, atar provinsi 

dan atar Negara. 

7) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 



 
 

 

9) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

 

7. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

pelayanan pencatatan sipil. Dan dalam melaksanakan tugas pokok kepala bidang 

pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 

2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil. 

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil. 

4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 

5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil. 

6) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil. 

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 

8) Mengkoordinasikan penatausahaan pelayanan pencatatan sipil yang 

meliputi pencatatan kelahiran, lahir dan perceraian bagi penduduk yang 

beragama bukan islam, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak 

dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status 

kewarganegaraan. 

9) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan data penyelesaian 

masalah sesuai dengan bidang tugasnya. 

8. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian 



 
 

 

Kepala Seksi kelahiran dan kematian ini memiliki tugas dalam melaksanakan 

penyediaan kebijakan teknis dan implementasi kebijakan dibidang pelayanan 

pencatatan sipil. Dan dalam melaksanakan tugas kepala seksi kelahiran dan 

kematian menyelenggarakan fungsi : 

a) penyiapan bahan perencanaan. 

b) perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan Kematian. 

c) melaksanakan pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verifikasi dan 

validasi kebenaran data kelahiran. 

d) melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan penelitian 

persyaratan, verifikasi dan validasi kebenaran data laporan kelahiran. 

e) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai 

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

f) Pelaksanaan  inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan 

pemecahan permasalahan ssesuai bidang tugasnya. 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

h) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

9. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Pewarganegaraan  

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Pewarganegaraan memiliki tugas melaksanakan penyediaan data dalam sebuah 

rencana, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam 



 
 

 

pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen Perkawinan, 

Perceraian,Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Dan pada saat melakukan 

tugas kepala seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 

pewarganegaraan memnyelenggarakan fungsi : 

1) penyiapan bahan perencanaan. 

2) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian dan 

perubahan status Anak dan pewarganegaraan. 

3) Melaksanakan pencatatan, penerimaan berkas permohonan, 

pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verifikasi dan validasi 

kebenaran data perkawinan,  perceraian dan perubahan status Anak dan 

pewarganegaraan. 

4) Menyampaikan arahan atau alasan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

5) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan data dalam 

penyelesaian masalah sesuai bidang tugasnya. 

10. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi  Kependudukan 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas melaksanakan penyenyediaan data perancangan, formulasi 

kebijaksanaan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dan 

dalam melaksanakan tugas kepala bidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan menyelenggarakan fungsi : 



 
 

 

(1) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. 

(2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. 

(3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan. 

(4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 

(5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan. 

(6) Melaksanakan pembuatan data statistic dan laporan data serta 

pemberianan pelayanan informasi. 

(7) Menyampaikan arahan atau alasan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

(8) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan 

pemecahan permasalahan ssesuai bidang tugasnya. 

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

(10) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

11. Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan 

 Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 

penyiapan  bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi dalam system informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan tata 

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, penyusunan 



 
 

 

laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. Dalam melaksanakan tugas 

kepala seksi informasi administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi : 

1) Menyiapkan perencanaan. 

2) perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 

sistem informasi administrasi kependudukan. 

3) Melaksanakan pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan. 

4) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

5) Melaksanakan sosialisasi dan penuluhan. 

6) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan data 

penyelesaiansuatu masalah sesuai bidang tugasnya. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

8) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya.  

12. Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data 

Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Penyajian Data mempunyai tugas tugas 

melakukan penyiapan  bahan  perencanaan,   perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan  pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan, penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi 

kedinasan.Dan dalam melaksanakan tugas kepala seksi pengolahan data dan 

penyajian data menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan perencanaan. 



 
 

 

b) Perumusan kebijakan  teknis,  pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. 

c) Menyusun dan mengelola data base adminstrasi kependudukan. 

d) Menyampaikan arahan atau alasan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

e) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan data 

penyelesaiana suatu masalah sesuai bidang tugasnya. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

g) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

13. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan  bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi di Bidang Pemanfaatan Data dan Dekumen 

Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan.Dan dalam melaksanakan tugas kepala bidang 

pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependududukan. 

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependududukan. 

4) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan. 



 
 

 

5) Pelaksanan kerjasama administrasi kependudukan. 

6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan. 

8) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

9) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

11) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya.  

14. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 

 Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan  bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi  dalam Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, 

penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan. Dan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi kerjasama 

dan inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan perencanaan. 

2) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan kerja sama dan Inovasi Pelayanan administrasi 

kependudukan. 



 
 

 

3) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai 

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

4) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan 

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 

6) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

15. Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan 

Kepala Seksi Pemanfatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan   bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi  dalam Pelaksanaan Pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi 

kedinasan.Dan dalam melaksanakan tugas kepala seksi pemanfatan data dan 

dokumen kependudukan menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan perencanaan. 

b) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

c) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai 

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 

d) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan 

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya. 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugasnya. 



 
 

 

f) Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya. 

 

16. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pada Dinas  dapat  ditetapkan  kelompok  Jabatan  fungsional berdasarkan  

keahlian dan  spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan  prosedur  ketentuan yang 

berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian 

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

a) Kelompok   Jabatan   Fungsional   dipimpin   oleh   seorang   tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta 

bertanggungjawab  kepada  Kepala Dinas. 

b) Jumlah  tenaga  fungsional ditentukan  berdasarkan  kebutuhan dan 

beban kerja. 

c) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

17. TATA KERJA 

Saat melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok  

tenaga  fungsional  wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun atar satuan organisasi 

dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing: a). Setiap pimpinan  satuan  

organisasi  wajib mengawasi  bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. b). Setiap pimpinan satuan organisasi 



 
 

 

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing 

dan memberikan bimbingan serta pentunjuk-pentunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. c). Setiap informasi yang diterima oleh direksidapatdipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahannyadan juga merupakan satuan  organisasi dari bawahannya yang 

wajib diolah. d). Dalam  membuat  tugas,  setiap  direksi organisasi dapat dibantu 

oleh satuan organisasi bawahannya dan sehurnya wajib mengadakan rapat berkala 

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing. 

1.1.4 Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KAB BOALEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL SEKRETARIS 

KEPALA BIDANG 

PELAYANAN 

PENDUDUK 

KEPALA BIDANG 

PELAYANAN 

PENCATATAN SIPIL 

KEPALA SEKSI 

KELAHIRAN & 

KEMATIAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

KEPALA BIDANG 

PENGELOLAAN 

KEPENDUDUKAN 

KEPALA BIDANG 

PEMANFAATAN DATA 

& INOVASI PELAYANAN 

KEPALA SEKSI 

INDENTITAS 

PENDUDUK 

KEPALA SEKSI 

PINDAH DATANG 

PENDUDUK 

KEPALA SEKSI 

PERKAWINAN & 

PERCERAIAN 

KEPALA SEKSI SISTEM 

INFORMASI ADM 

KEPALA SEKSI 

PENGOLAHAN & 

PENYAJIAN DATA 

KEPALA SEKSI KERJA 

SAMA & INOVASI 

PELAYANAN 

KEPALA SEKSI 

PEMANFAATAN DATA 

& DOKUMEN 

UPTD 

PERATURAN DAERAH KAB. BOALEMO NO.5 THN 2016. 

TENTANG PEMBENTUKAN & SUSUNAN PERANGKAT 

DAERAH, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

FUNGSI, & TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. 



 
 

 

Dari struktur organisasi di atas, dapat di jabarkan mengenai tugas pokok dan 

fungi pada setiap masing-masing bidang sebagaiamana keputusan Peraturan 

Pemerintah Bupati Boalemo Nomor 33 Thn 2016 Tentang tugas pokok dan fungsi 

pada DUKCAPIL Kabupaten Boalemo, memiliki tugas pokok membantu Kepala 

Daerah saat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1.1. Konsep dan Beberapa Aturan Mengenai KTP 

Katru Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu dokumen 

kependudukan yang berperan penting bagi penduduk. Hal ini di sebabkan dengan 

kepemilikan KTP, seseorang terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah secara 

legal dan memiliki hak sebagai penduduk antara lain mendapatkan pelayanan 

public dari pemerintah. Dan pada saat ini proses pembutan E_KTP sudah sangat 

berkembang yang sudah lumayan cukup. Hak ini di sebabkan oleh perkembangan 

teknologi serta kebutuhan akan keakuratan  data yang semakin mendesak 

sehingganya digunakan teknologi dalam pembuatan E_KTP. 

KTP elektronik dapat melahirkan sebuah program nasional yang bisa 

dikatakan baru di Indonesia.Pelaksanaan program nasional E_KTP merupakan 

amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan.Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah wajib 

memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk 

Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.Program 

nasional ini muncul akibat masih lemahnya system administrasi kependudukan di 



 
 

 

Indonesia. Banyak kasus yang terjadi akibat dari lemahnya system antara lain KTP 

ganda, kasusu terorisme, dan sebagainya. Selain itu, belum adanya data 

kependudukan yang valid juga turut mendorong munculnya program nasional 

E_KTP ini. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Penerapan E_KTP Berbasis NIK Nasional Pasal 2 ayat (1), tujuan 

Pemerintah menerbitkan E_KTP adalah untuk mewujudkan kepemilikan satu 

E_KTP untuk satu penduduk. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan E_KTP Berbasis NIK Nasional Pasal 2 

ayat (2). Pelaksanaan E_KTP terbagi manjadi dua, yaitu: penerbitan E_KTP secara 

massal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerbitan E_KTP secara 

regular yang diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Selain bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP, E_KTP 

memiliki beberapa manfaat antara lain untuk meningkatkan keamanan Negara, 

menigkatkan proses demokrasi, menigkatkan citra/eksistensi Negara, 

meningkatkan status kependudukan seseorang, menurunkan terorisme 

internasional/domestic, menurunkan jumlah pekerja illegal/imigran, menurunkan 

penyalahgunaan dokumen penduduk, menigkatkan perencanaan pembangunan 

nasional yang tepat, menigkatkan akses pelayanan public (pajak, perbankan, 

bisnis, dll), menghasilakn data kependudukan yang akurat dan menigkatkan 

kemudahan dalam bepergian. 

 

 



 
 

 

Dalam pembutan E_KTP, terdapat lima alur atau prosedur yang harus 

dilewati, yaitu : 

a) Penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan E_KTP sesuai 

jadwal yang tertera pada surat panggilan dengan membawa surat 

panggilan dan KTP lama. 

b) Penduduk menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada 

petugas pelayanan di tempat serta minta nomor antrian. 

c) Menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk 

pelayanan verifikasi biodata penduduk. 

d) Petugas operator memanggil nomor antrian penduduk dan 

melakukan verifikasi dengan urutan pas foto, tanda tangan, sidik 

jari, dan iris. 

e) Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan 

E_KTP pada surat panggilan penduduk yang menjadi tanda bukti 

pengambilan E_KTP. 

Setelah dilakukan perekaman, tahap selanjutnya adalah percetakan atau 

personalisasi. Berdasarkan Peaturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional, Pasal 1, dengan memasukan biodata, pas foto, 

sidik jari telunjuk, kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk merupakan proses 

pencetakan E_KTP. Terkait dengan beberapa aturan mengenai pembuatan E_KTP 

di ungkapakn oleh informan selaku Kepala Bidang pengelolaan informasi 



 
 

 

Administasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Boalemo mengemukakan hal sebagai berikut: (IA, 20 Januari 2020) 

“Masyarakat yg akan membuat KTP, KK atau yg lainnya harulah membawa 

blangko yang sudah di tandatangani oleh Kepala Desa atau Sekdes serta dari 

pihak kecamatan, kalaupun tidak ada syarat tersebut ya, tidak ada pelayanan 

dan tidak akan ada pelayanan untuk administrasinya”. 

 Kemudian lanjut dengan pertayaan berikutnya masih dengan Kepala Bidang 

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo: ( IA, 20 Januari 2020) 

“Blangko tersebut kita bagikan kepada seluruh kecamatan dikabupaten 

boalemo kemudian akan diteruskan dan akan dibagikan keseluruh desa yang 

ada di kecamata boalemo”. 

 

1.2.1 Kualitas Pelayanan E_KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo 

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan 

layanan public di Indonesia. Jadi kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa, produk, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi ataupun melebihi harapan. Oleh sebab itu kualitas 

pelayanan ini berhubungan dengan pemenuhan harapan atau kebutuhan pelanggan. 

Salah satu tujuan organisasi pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.Bukan untuk memberikan pelayanan terhadap para 

aparat, tetapi bagaimana melayani masyarakat, sehingga birokrasi dituntut untuk 

selalu bertanggung jawab, professional, dan berkewajiban dalam memberikan 

segala pelayanan atas berbagai kebutuhan, keperluan masyarakat dalam organisasi. 



 
 

 

Terkait dengan kualitas pelayanan wawancara peneliti dengan salah seorang 

warga masyarakat yang pada saat itu mendapat pelayanan di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 10 February 2020, menyatakan 

bahwa; 

“Ada, tetapi hanya ada sebagian kecil saja, karena biasanya para peagwai 

tersebut yang mengantar saya ke bagian pemerintahan yang berkaitan 

dengan kepentingan saya”. 

 

Kemudian hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat dengan 

pertanyaan yang sama, pada tanggal 12 February 2020, mengatakan bahwa; 

“Tidak semua, Karena prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo juga tidak terlalu terbelit-belit karena 

bagian-bagian yang ada tidak terlalu banyak.Biasanya pegawai yang 

bertugas langsung mengarahkan saya ke bagian yang berkaitan dengan 

pelayanan yang saya butuhkan”. 

 

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas, bahwa prosedur 

pelayanan belum diberitahukan cecara keseluruhan kepada masyarakat. Namun 

disisi lain dapat dilihat bahwa prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo juga tidak terlalu terbelit-belit karena bagian-

bagian yang ada tidak terlalu banyak. 

a. Ketepatan Waktu Pelayanan (waktu proses tunggu) 

Ketepatan waktu pelayanan adalah salah satu indicator dalam mengukur 

sebuah kualitas pelayanan public yang dikaukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.Semakin singkat waktu pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat, maka dapat memenuhi salah satu 

indicator dalam perbaikan kulitas pelayanan, dan tentunya hal ini dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan.Untuk menunjang pelaksanaan 



 
 

 

tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo memiliki 34 orang ASN dan 16 orang Tenaga Kontrak. 

Terkait dengan ketepatan waktu diugkapkan oleh informan selaku Kabid 

Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo mengemukakan hal sebagai berikut: (DH, 20 januari 

2020). 

“Kalau pembutan KTP dan lain-lain kita tidak dapat memastikan berapa 

lama waktu yang perlu di butuhkan , kalaupun misalnya ramai yg 

mengantri ya bias jadi 2 hari, dan kalaupun seandainya sepi ya bias di 

tunggu kira”2 jam pun bisa langsung tercetak”.  

 

Hal ini juga di perkuat oleh informan selaku Kabid Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo yaitu : (IA, 20 januari 2020) 

‘’Kalau dalam sehari-hari banyak sekali orang/masyarakat yang akan 

mengurus KTP, kami sebagai aparat bisa kewalahan  dalam 

memberikan pelayanan. Karena terlalu banyak yang mau dilayani.Nah, 

bagaimana kita tidak kewalahan karena dengan melihat jumlah 

aparat/pegawai juga masi kurang”. 

 

Dan yang menjadi penyebab keterlambatan proses pelayanan E_KTP 

adalah gangguan pemadaman Listrik. Ketika listrik padam kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo sudah menyiapkan 

generator untuk menghidupkan listrik, namun tidak semua alat elektronik 

dapat dihidupkan karena daya generator yang terbatas. Selain itu terdapat 

factor lain penyebab keterlambatan saat pelayanan e-KTP di DUKCAPIL 

yaitu, kesalahan input data pemohon KTP-el yang dilakukan oleh petugas 

maupun kesalahan dalam pengisian permohonan yang dilakukan oleh 

pemohon sendiri., sehingga hal tersebut membutuhkan perbaikan editing 



 
 

 

kembali. Seperti kesalahan dalam penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, 

alamat, pekerjaan, dll. Hal ini diperkuat oleh informan selaku Kabid 

Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo mengemukakan hal sebagai berikut: (DH, 20 Januari 

2020). 

‘’Setiap data yang telah masuk dari para pemohon, kami petugas 

berusaha untuk kembali mencocokan dengan biodata mereka, misalnya 

mencocokan biodata dengan KTP ataupun menanyakan langsung 

kepada yang bersangkutan.Hal ini kami lakukan biar tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan dalam penulisan.Biar ketika sesudah tercetak 

tidak perlu lagi dilakukan pengulangan dalam pencetakan”. 

 

Proses editing kembali dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan dalam penulian biodata, biasanya akan disesuaikan 

dengan keterangan atau lampiran biodata yang dimasukkan dalam blangko 

pengisian E_KTP. Selain itu pula untuk mengurangi keterlambaatan dan 

pengulangan dalam pencetakan E_KTP karena adanya kesalahan dalam 

penulisan. 

b. Kemudahan Dalam Pengajuan Permohonan dan Kelengkapan 

Administrasi 

Prosedur, tatacara atau mekanisme dalam melakukan proses permohonan 

maupun pengurusan KTP-el merupakan proses yang mudah dalam 

mengajuakan permohonan dan suatu kelengkapanakan  administrasi yang 

menyangkut, berdasarkan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. 

Mekanisme maupun persyaratan yang ada diharapkan mudah dipahami,tidak 

lamban, di penuhi dan dapat dilaksanakan. Keseluruhan tersebut dapat 



 
 

 

mempermudah suatu proses penyelesaian setiap urusan pelayanan dan 

diperolehnya suatu data yang benar. 

Informasi mengenai bagaimana prosedur pelayanan E_KTP di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Boalemo ini sudah cukup jelas 

melalui pemasangan beberapa pamphlet di papan informasi. Warga yang akan 

mengurus E_KTP dapat langsung melihat dan mempelajari berbagai prosedur 

dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ini juga diungkapkan oleh informan 

selaku Sekretaris di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Boalemo mengemukakan hal sebagai berikut: (SAS, 20 Januari 2020). 

‘’Informasi tentang pengurusan E_KTP di sini saya rasa sudah cukup 

jelas, karena disekeliling ruangan pelayanan kami sudah pasang 

bebagai macam persyaratan yang harus dipenuhi, itupun kalau masih 

dirasa kurang silahkan saja langsung bertanya kepetugas pelayanan 

yang bersangkutan”. 

Pada bidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas dan 

fungsi yaitu, sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan. 

2) Melaksanakan pendaftaran penduduk. 

3) Verifikasi permohonan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. 

4) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan informasi perkembangan 

kependudukan. 

5) Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan kependudukan. 

Adapun prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan tersebut agar dapat 

menciptakan ketertiban dalam pelayanan administrasi, sehingganya 

pelayanan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dan semua persyaratan 



 
 

 

tersebut haruslah dijalankan secara tegas dalam proses pelayanan E_KTP. Hal 

ini di pertegas melalui wawancara dengan informan selaku Sekretaris di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo mengemukakan 

hal sebagai berikut: (SAS, 20 Januari 2020). 

‘’Persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya kami 

harapkan dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan.Karena 

kalau tidak mengikuti persyaratan tersebut, tentunya pengurusan E-

KTP akan berantakan”. 

 

c. Akurasi Pelayanan 

Indicator dalam mengukur suatu kualitas pelayanan e-KTP Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo adalah mengenai 

tingkat akurasi pelayanan KTP-el, dan hal ini berhubungan dengan tingkat 

pelayanan yang diberikan bebas dari kesalahan. 

Apabila terdapat kasalahan input data dan proses mencetak yang dilakukan 

oleh para petugas, maka kesalahan tersebut akan diperbaiaki oleh yang 

bersangkutan. Namun, dalam proses pengisian formulir pada pemohon tatap 

di ingatkan untuk mengisi formulir yang ada secara benar, dan para petugas 

juga dapat memberikan tuntunan dalam pengisian formulir. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan sebagai 

berikut: ( 19 Februari 2020) 

“Ya, petugas juga manusia, jadi petugas juga dengan tidak sengaja bisa 

saja melakukan kesalahan. Dan kesalahan biasanya terjadi pada saat input 

data dari formulir ke KTP akan dicetak. Biasanya kalaupun itu kesalahan 

berasal dari kami, maka kami akan langsung memperbaikinya”. 

 

Kenyataan ini sebenarnya masih dapat dianggap wajar, tetapi masyarakat 

sebagai pengguna layanan tentunya mengharapkan adanya kualitas pelayanan yang 



 
 

 

lebih terhadap pengurusan E_KTP, sehingga tentunya berbagai kesalahan input 

tersebut dapatdiminimalisir. 

1.2.2 Faktor-Faktor yang Menghanbat Kualitas Pelayanan E-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo 

Pada sub pokok bahasan ini digambarkan mengenai hal ini yang 

menghambat kualitas pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Boalemo. Beberapa factor yang menghambat kualitas pelayanan, 

khususnya pada pelayanan E_KTP antara lain; sturktur organisasi pada 

DUKCAPIL Kabupaten Boalemo, kemampuan aparat untuk menyelesaikan 

pelayanan E_KTP pada system pelayanan E_KTP oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Terkait dengan factor yang menghambat 

kualitas pelayanan diungkapkan oleh informan selaku Sekretaris di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, sebagai berikut: (SAS, 19 

Februari 2020) 

 “Kalau factor penghamabatnya, yaitu masyarakat yg meminta pelayana 

kekantor capil ini bukanlah orang yang bersangkutan”.  

Lebih lanjut dengan pertayaan berikutnya masih dengan Sekretaris di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo: (SAS, 19 Februari 2020) 

 “Ya tergantung, kalau misalnya yang kita layani orangnya sudah lansia 

(Lanjut Usia), ya tetap kita akn mangambil kebijakan akan pelayanan, karena 

kita memberikan pelayanan masih ada toleransi, kita tidak boleh memaksa, 

karena kalu ada apa-apa disini jadi kita yg repot”.  

 

a. Factor struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo 



 
 

 

Faktor ini merupakan penentu dari sebuah desain organisasi sebagai 

bentuk geometris dari pembagian kerja dan rangkaian hierarki sebuah 

hubungan dalam organisasi. Karena pada dasarnya pembagian kerja 

merupakan kolaborasi peran, yaitu setiap orang didalam organisasi akan 

memperoleh berbagai tugas tertentu yang harus diselesaiakan.  

Proses pelayanan E_KTP yang diberikan oleh aparat tersebut tentunya 

harus berdasarkan pada prosedur kerja yang telah ditetapkan. Namun pada 

kenyataannya banyak menimbulakan masalah dalam pemberian layanan 

E_KTP. Dimana masih banyak terjadi proses pelayanan yang tidak 

berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggaran atas prosedur 

kerja yang telah ditetapakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo.Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya 

pengawasan yang melekat dari seorang pimpinan berdasarkan struktur 

organisasi kepada bawahan. Hal ini diperkuat oleh informan selaku staf 

pegawai pada DUKCAPIL Kabupaten Boalemo sebagai berikut: ( EH, 19 

februari 2020) 

“Semua pelayanan disini punya prosedur dan peraturan, setiap ada 

permohonan KTP selalu diperiksa kelengkapan permohonannya lalu 

diparaf persetujuan untuk melakukan perekaman.Kami bekerja sesuai 

dengan tugas yang ada.Dan pengawasan ada pada kepala bidang kami”. 

Melihat hal tersebut, faktor struktur organisasi khususnya pada 

hubungan antara atasan dan bawahan, dimana masih terdapat lemahnya 

fungsi pengawasan pimpinan terhadap bawahan yang tidak sesuai dengan 

prosedur merupakan salah satu faktor yang menghambat kualitas pelayanan 



 
 

 

E-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo. 

b. Faktor Kemampuan Aparat  pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Boalemo 

Faktor kemampuan aparat merupakan unsur kedua yang dapat 

menghambat kualitas pelayanan E_KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Boalemo. Faktor ini berhubungan dengan tingkat pendidikan 

pegawai, kemampuan pegawai dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan, sebuah keahliansaat  merencanakan sebuah 

kegiatan, kecepatan pegawai saat menjalankan tugas, tingkat kemampuan 

pegawai dalam melaksnakan tanggungjawab kepada atasan atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan, tingkat keikutsertaan pegawai dalam 

pelatihan/khursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta 

kemampuan untuk bekerja sama dengan pegawai lain. 

Pengorganisasian pegawai dalam menyusun rencana pada kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo sebagaimana secara 

bersama-sama dalam menyusun dan merumuskan berbagai program kerja 

dalam organisasi. Hal ini di ungkapkanoleh Kabid pemanfaatan data dan 

informasi pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo sebagai berikut: 

(YDM, 20 Januari 2020). 

“Program kerja yang kami susun, ini merupakan program dari 

percepatan program nasional dan mendukung programnya kepala 

daerah.Jadi tentu diharapkannpara pegawai semuanya dapat 

bertanggung jawab atas apa yang telah dirumuskan”. 

 



 
 

 

Kemampuan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo dalam penyelesain pekerjaan sesuai dengan jadwal yang 

ada belum maksimal. Hal ini berhubungan dengan kurangnya kesadaran 

pegawai dalam memberikan pelayanan E_KTP di kantor tersebut. Hal lain 

juga dapat dilihat dari lemahnya peran pengawasan dari pimpinan terutama 

pengawasan intern dalam pelaksanaan pelayanan E_KTP yang diberikan 

pegawai berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang ada berdasarkan 

pada ketentuan yang berlaku. 

c. Faktor Sistem Pelayanan E_KTP di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo 

Sistem pelayanan merupakan faktor terakhir yang dapat menghambat 

kualitas pelayanan E_KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo. Beberpa indicator dalam mengukur system pelayanan, 

seperti kenyaman dalam mempeoleh pelayanan berkaitan dengan lokasi 

tempat pelayanan kejelasan informasi tentang pelayanan yang  diberikan dan 

perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan. 

Mengenai indicator kedua yakni kejelasan informasi pelayanan e-KTP di 

DUKCAPIL Kabupaten Boalemo pada dasarnya sudah cukup baik. Para 

pegawai selalu menginformasikan kepada masyarakat tentang mengenai hal 

yang dianggap penting kepada para pemohon, memberikan bimbingan pada 

saat melakukan pengisian biodata, memberikan petunjuk yang benar dan jelas 

mengenai prosedur pengajuan pengurusan E_KTP seperti menempel di 

tempat startegis yang mudah terlihat oleh para pemohon pada papan informasi 



 
 

 

dan alur skema/gambar dan keterangan dalam pengurusan E_KTP. Hal ini 

dipertegas melalui informan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Boalemo, sebagai berikut: (TJ, 20 Januari 2020) 

“Disini ditempel beberapa informasi tentang bagaimana warga 

mengajukan permohonan KTP disini. Ini kami lakukan agar masyarakat 

tau cara mengurus KTP, biar mudah dimengerti”. 

 

 

Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan bagi para 

pemohon, serta menciptakan kejelasan informasi mengenai tata cara 

pengajuan permohonan dalam pengurusan E_KTP di DUKCAPIL Kabupaten 

Boalemo. 

Upaya menciptakan kualitas pelayanan E_KTP di DUKCAPIL Kabupaten 

Boalemo dengan memberikan jamianan atas ketepatan waktu pengerjaan dan 

ketepatan waktu penyelesaian E_KTP, mengindari kesalahan dari penerbitan 

E_KTP misalanya dengan teliti melihat biodata seorang pemohon E_KTP. 

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan informan kepala dinas Capil kabupaten 

boalemo pada wawancara sebagai berikut: (TJ, 20 Januari 2020) 

“Bila KTP yang kami terbitkan terjadi kesalahan baik salah ketik ataupun 

rusak, maka kami akan melakukan pencatakan kembali dan itu sudah 

menjadi tanggung jawab kami”. 

BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan suatu hasil penelitian yang mengenai pelayan E-KTP di Dinas 

kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo belum menujukan kearah 

yang lebih baik, ini dapat disimpulkan dari hal-hal penting sebagai berikut. 



 
 

 

1. Secara umum kualitas pelayan E_KTP di Dinas Kependudukan Catatan SIpil 

Kabupaten Boalemo sudah baik, walaupun masi ada beberapa indicator yang 

belum maksimal dalam pelaksanannya disebabkan oleh hal-hal tertentu. 

a. Aspek tangible,merupakan kemampuan aparat dalam memberikan kualitas 

pelayanan yang berupa tampilan fisik ataupun bukti fisik 

b.  Reliability,merupakan kemampuan yang diberikan secara tepat dan benar, 

akanpelayanan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. 

c. Responsiveness, merupakan kesadaran ataupun keinginan untuk 

membantu dan juga memberikan pelayanan yang cepat kepada 

masyarakat. 

d. Assurance, merupakan pengetahuan ataupun wawasan, kepercayaan diri 

dari pemerintah, kesantunan,kesopanan, serta respek terhadap masyarakat. 

  

  

e. Empathy, merupakan kemauan pemerintah untuk melakukan suatu 

pendekatan, memberikan perlindungan, serta berusaha dalam mengetahui 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

 

2. Faktor yang menghambat kualitas pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo dpat dilihat pada beberapa hal sebagai 

berikut; 

a. Struktur Organisasi 



 
 

 

Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja atau spesialisasi 

karena dalam hal ini struktur organisasi tersebut dapat menghambat suatu 

pelayanan E_KTP, karena.Spesialisasi ini dapat disusun dari tanggung 

jawab, kebutuhan, jelas wewenang tugas, tidak tumpang tindih, sebaran, 

tingkatan dalam organisasi memungkinkan dilakukannya pengawasan 

yang efektif dan saling menunjang. 

b. Kemampuan Aparat 

Sebuah kemampuan seperti : keterampilan, serta sikap perilaku yang 

memadai, pengetahuan, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan 

pembangunan sekarang ini merupakan harapan yang setidaknya dimiliki 

oleh aparat negara ataupun aparatur pemerintah. Selain itu adapun 

beberapa kemampuan aparat yang diharapkan yaitu; kemampuan di dalam 

penyusunan rencana kegiatan, tingkat keikutsertaan dalam perhatian yang 

berhubungan dengan berbagai bidang tugasnya, tingkat pendidikan 

aparat, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, kemampuan 

melakukan kerjasama, kecepatan pada saat menyusun rencana kegiatan, 

tingkat inspirasi dalam memilih tatakerja yang terbaik, tingkat keandalan 

atas tanggung jawabannya kepada atasan, tingkat pendidikan aparat serta 

kecepatan dalam melaksanakan tugas. 

c. Sitem Pelayanan 

Di dalam Sistem pelayanan yaitu sesuatu yang sangat lengkap dalam 

suatu rangkaian pelayanan yang saling berkaitan satu dengan yang 



 
 

 

lainnya.sehingga bagian dari suatu sistem pelayanan dapat mengganggu 

setiap pelayanan tersebut. Dan jika salah satu unsur pelayanan seperti 

tingginya biaya, kualitasnya yang rendah bahkan lamanya pengurusan 

maka akan merusak citra pelayanan disuatu lokasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

 Untuk mengoptimalisasi tugas dan tanggung jawab pekerjaan, ada bebepara 

saran dalam hubungannya dengan kualitas pelayan “E-KTP di Dinas 

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Bolaemo” sebagai berikut; 

a. Untuk upaya mempercepat proses pelayanan E_KTP dengan menghindari 

masalah-maslah teknis, seperti sering rusaknya beberapa alat cetak, maka 

perlunya pemerintah Kabupaten Boalemo menyediakan energy terbaru 

salahsatunya dengan menyediakan generator yang berkapasitas tinggi.. 



 
 

 

b. Upaya untuk meningkatakn kemampuan dan kesadaran akan bentuk 

pemberian pelayan yang lebih baik. Dengan meningkataka kualitas sumber 

daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan formal dan informal dalam 

menambah pengetahuan aparat memberikan pelayanan E-KTP. 

c. Perlunya kunjungan “mobile”di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Boalemo dalam memberikan pelayan E-KTP kepada masyarakat. 

Hal in dpat meningkatakn presentase pengurusan E-KTP dan kemudahan 

akses bagi masyarakat. 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama   : 

Umur   : 

JenisKelamin : 

Pekerjaan  : 

MasaKerja  : 

 

 

DaftarPertanyaan ; 

1. Tangible  

a. Bagaimana proses pengurusan administrasi kependudukan? 

b. Berdasarkan pengurusan administrasi, kira-kira blangko yang diperoleh 

darimana pak? 

c. Apakah persyaratan yang diberikan berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan para pegawai kantor? 

d. Ketika ada pengajuan permohonan dan datanya tidak sesuai dengan 

mekanisme yang ada, apakah akan tatap dilakukan pencetakan atau 

akan dikembalikan pada pemohon yang bersangkutan? 

e. Dalam kualitas pelayanan, apakah ada pegawai yang memeberikan 

layanan yang sesuai dengan apa yang menjadi keperluana anda? 

2. Reabilillity 

a. Kalau masalah waktu pembuatannya, berapa lama kira-kira dalam 

pembuatan KTP? 

b. Mengenai akurasi pelayanan, bagaimana jika terjadi kesalahan dalam 

pengimputan data? 

3. Responsiveness  

a. Mengenai prosedur pelayanan, apakah ada penyampaian informasi 

pada setiap penerima layanan? 

b. Apakah ada ditetapkan prosedur ataupun peraturan dalam 

pelayananini? 



 
 

 

c. Dalam pengorganisasian pegawai, apakah sesui dengan program kerja 

yang dijalankan? 

4. Assurance  

a. Menurut bapak/ibu factor apa yang menjadi penghambat dalam 

pengurusan administrasi ini? 

b. Dari hambatan itu apakah akan tetap dilayani? 

5. Empathy  

a. Mengenai prosedur pelayanan, apakah ada penyampaian informasi pada 

setiap penerima layanan? 
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